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BAB III 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

1. a. Faktor Pendukung Peluang Penerapan Jalur Khusus Pasal 199 

RKUHAP Terhadap Penyelesaian Kasus Korupsi : 

     Pertama, terdapat beberapa jenis korupsi yang diatur di Undang-Undang 

Tipikor yang sesuai dengan persyaratan untuk dapat digunakan Jalur 

Khusus RKUHAP. Kedua, adanya pasal jembatan/pasal penghubung 

yaitu Pasal 26 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dapat menjadi penghubung 

agar ketentuan Jalur Khusus RKUHAP dapat digunakan untuk 

penyelesaian kasus korupsi. Ketiga, fungsi Jalur Khusus dibuat yaitu 

untuk mengefisiensikan dan mengefektifkan perkara, serta memangkas 

penumpukan perkara dapat menjadi faktor/aspek pendukung penerapan 

Jalur Khusus RKUHAP terhadap penyelesaian kasus korupsi. 

     b. Faktor penghambat peluang penerapan Jalur Khusus Pasal 199 

RKUHAP Terhadap Penyelesaian Kasus Korupsi ; 

Pertama, sistem peradilan pidana di Indonesia dilaksanakan dengan 

tujuan untuk mendapatkan kebenaran materiil atau kebenaran yang 

sebenar benarnya, apabila kasus korupsi menggunakan Jalur Khusus 
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RKUHAP dengan acara pemeriksaan singkat dikhawatirkan dapat 

mengurangi aspek mencari kebenaran matertiilnya. Kedua, 

terdakwa/pelaku korupsi biasanya tidak mengakui perbuatannya, 

sementara hal itu menjadi penting karena terkait dengan poin utama 

pelaksanaan Jalur Khusus RKUHAP yaitu dibutuhkannya pengakuan 

bersalah dari terdakwa. Ketiga, penyelesaian kasus korupsi pada 

umumnya memiliki pembuktian yang tidak sederhana/rumit, sementara 

pada Jalur Khusus RKUHAP persidangan akan menggunakan acara 

pemeriksaan singkat dan acara pemeriksaan singkat digunakan untuk 

perkara yang pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya 

sederhana. Keempat, di Indonesia penyidik yang memilih pasal, bukan 

Jaksa, sementara Jalur Khusus berkaitan dengan tahap penuntutan yang 

melibatkan Jaksa, apabila Jaksa yang memilih pasal maka jalannya 

persidangan dapat lebih cepat karena sudah mengetahui bahwa terdakwa 

akan mengaku bersalah dan Jaksa dapat mempersiapkan untuk sidang 

acara pemeriksaan singkat. Kelima, budaya/kultur masyarakat kita yang 

masih memberikan perhatian ke kasus korupsi dengan menginginkan 

supaya pelaku korupsi dihukum dengan berat dan kekhawatiran apabila 

kasus korupsi diselesaikan lebih cepat dari biasanya. 

2. Peluang Penerapan Jalur Khusus Pasal 199 RKUHAP Terhadap 

Penyelesaian Kasus Korupsi : 

     Berdasarkan berbagai faktor pendukung dan faktor penghambat, terkait 

peluang penerapan Jalur Khusus RKUHAP terhadap penyelesaian kasus 

 

 



94 
 

   

korupsi, dapat disimpulkan bahwa Jalur Khusus RKUHAP belum bisa 

diterapkan untuk seluruh jenis korupsi apabila faktor penghambat seperti 

yang telah dijelaskan masih ada. Disimpulkan belum bisa diterapkan untuk 

seluruh jenis korupsi, karena apabila Jalur Khusus diterapkan pada seluruh 

jenis kasus korupsi di masa sekarang, maka kemungkinan memang dapat 

memangkas penumpukan perkara korupsi di Pengadilan Negeri/Pengadilan 

Tipikor seperti yang dijelaskan di pembahasan mengenai faktor pendukung, 

tapi ada beberapa hal yang menjadi dikesampingkan dan belum tentu 

tercapai dalam proses persidangan kasus korupsi tersebut, yaitu seperti yang 

dijelaskan dalam faktor penghambat, terutama mengenai aspek tujuan 

peradilan pidana yaitu untuk mencari kebenaran materiil yang tidak 

terpenuhi dengan baik jika dibandingkan dengan acara pemeriksaan biasa, 

terutama untuk kasus korupsi yang dipandang rumit dan bisa saja 

melibatkan beberapa pelaku yang belum terdeteksi aparat, yang bisa saja 

tidak terbongkar apabila menggunakan Jalur Khusus dalam penyelesaian 

kasusnya, kemudian mengenai aspek pandangan masyarakat terhadap 

penyelesaian kasus korupsi yang menjadi lebih cepat serta pengurangan 

ancaman hukuman pidana terhadap pelaku korupsi yang bisa saja tidak 

sesuai dengan keinginan masyarakat dan budaya pandangan hukum 

masyarakat terhadap pelaku dan kasus korupsi saat ini. Namun, tetap ada 

peluang apabila kasus korupsi memang akan diterapkan menggunakan Jalur 

Khusus di masa saat ini. Apabila Jalur Khusus akan diterapkan pada kasus 

korupsi pada masa sekarang, maka kasus korupsi yang berpeluang dapat 
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dikenakan Jalur Khusus adalah kasus korupsi yang benar benar dapat jelas 

dipastikan tidak ada kerugian materiil/keuangan/ekonomi yang dialami 

negara dan warga negara, tidak ada dampak berlanjut akibat korupsi 

tersebut, kemudian memang terdakwa mau mengaku bersalah dan ada alat 

bukti lain yang memperkuat pengakuannya tersebut, dapat dipastikan bahwa 

tidak ada pelaku lain yang terlibat dalam kasus korupsi tersebut, dan 

memenuhi persyaratan ketentuan Jalur Khusus RKUHAP. 

     Bentuk korupsi yang bisa dikenakan Jalur Khusus RKUHAP berupa suap 

menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, 

benturan kepentingan dalam pengadaan, gratifikasi yang memang 

memenuhi persyaratan peluang untuk dapat dikenakan Jalur Khusus 

RKUHAP seperti yang telah dijelaskan. 

 

 

B. Saran 

1. Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan, maka tetap ada peluang 

apabila kasus korupsi memang akan diterapkan menggunakan Jalur Khusus 

di masa saat ini. Apabila Jalur Khusus akan diterapkan pada kasus korupsi 

pada masa sekarang, maka kasus korupsi yang berpeluang dapat dikenakan 

Jalur Khusus adalah kasus korupsi yang benar benar dapat jelas dipastikan 

tidak ada kerugian materiil/keuangan/ekonomi yang dialami negara dan 

warga negara, tidak ada dampak berlanjut akibat korupsi tersebut, kemudian 
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memang terdakwa mau mengaku bersalah dan ada alat bukti lain yang 

memperkuat pengakuannya tersebut, dapat dipastikan bahwa tidak ada 

pelaku lain yang terlibat dalam kasus korupsi tersebut, dan memenuhi 

persyaratan ketentuan Jalur Khusus RKUHAP. 

2. Apabila Jalur Khusus RKUHAP akan dikenakan pada kasus korupsi, maka 

dapat dibuat aturan khusus sebagai aturan turunan dari ketentuam Jalur 

Khusus RKUHAP yang bersifat teknis khusus mengatur penggunaan Jalur 

Khusus RKUHAP pada penyelesaian kasus korupsi, aturan turunan tersebut 

salah satunya dapat berbentuk peraturan internal dari berbagai lembaga 

penegak hukum. 
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